NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
DENGAN
KEPOLISIAN DAERAH BANTEN

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN BANTUAN PENGAMANAN
KEGIATAN DI LINGKUNGAN DPRD PROVINSI BANTEN

Nomor : 164/03/DPRD/III/2021
Nomor: MOU/9/III/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh
Satu, bertempat di Gedung DPRD Banten, kami yang bertanda tangan

dibawah ini:

1. ANDRA SONI : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Banten,
berkedudukan di Kawasan Pusat
Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) yang
beralamat di Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani,
Palima Serang-Banten, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA.

II. INSPEKTUR JENDERAL POLISI
Dr. RUDY HERIYANTO ADI

NUGROHO, SH., M.H., M.B.A : Kepala Kepolisian Daerah Banten, dalam hal
ini  bertindak untuk dan atas nama
Kepolisian Daerah Banten, berkedudukan di
Jalan Syekh Nawawi Al Bantani No.76

Serang-Banten, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-

sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai
berikut :
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a. bahwa PIHAK PERTAMA berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Banten yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

b. bahwa PIHAK KEDUA berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan lembaga
negara yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan Kketertiban
masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan

pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan huruf b, PARA

PIHAK sepakat membuat Kesepahaman Bersama dalam rangka Pembentukan

Produk Hukum Daerah dan bantuan pengamanan kegiatan di lingkungan

DPRD Provinsi Banten, Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-

undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Banten;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

6. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan

Kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan
kerjasama dan menandatangani Kesepahaman Bersama dengan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut :
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Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK sepakat untuk
melakukan Kesepahaman secara bersama-sama untuk meningkatkan
profesionalisme, saling mengisi dan meningkatkan komunikasi serta
koordinasi sebagai kebutuhan bersama dalam pelaksanaan tugas
masing-masing.

(2) Tujuan Kesepahaman bersama ini adalah untuk meningkatkan
kerjasama dibidang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Provinsi
Banten dan bantuan pengamanan kegiatan diLingkungan DPRD Provinsi
Banten. ’

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama dibidang penyusunan pembentukan
Perda, penyusunan Keputusan DPRD dan bantuan pengamanan kegiatan

diLingkungan DPRD Provinsi Banten.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
mempunyai tugas dan wewenang dalam pembentukan produk hukum di
daerah.

(2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah institusi pemerintah mempunyai tugas
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

(3) Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersama-sama bersinergi
dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.

(4) Bahwa PIHAK KEDUA mempunyai kewenangan memberikan bantuan
pengamanan dilingkungan DPRD Provinsi Banten atas permintaan
PIHAK KESATU secara lisan yang ditindakklanjuti secara tertulis.

(5) Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, maka perlu adanya
kesepahaman antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara
bersama-sama untuk meningkatkan profesionalisme, saling mengisi dan
meningkatkan komunikasi serta koordinasi sebagai kebutuhan bersama

dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

(3)

Scanned with CamScanner



T A B e

Pasal 4

Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 5
SOSIALISASI

Kesepahaman Bersama ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada
jajaran PARA PIHAK guna diketahui dan dilaksanakan.

Pasal 6
ANALISIS DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan
Kesepahaman Bersama ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-

kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman

bersama ini akan menjadi beban dan tanggungjawab PARA PIHAK.

Pasal 8
ADDENDUM

Kesepahaman Bersama ini dapat diubah sebagaimana disepakati bersama
secara tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, diatur kemudian
dalam suatu Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Kesepahaman ini.

Pasal 9
MASA BERLAKU

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun,
terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dan
dapat diperpanjang sesuai Kesepahaman PARA PIHAK.
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Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan
evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai
masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

(2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-
ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan PARA

PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup
dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda
tangani dan dibubuhi cap instansi PARA PIHAK.
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ANDRA SONI r. RUDY HERIYANTO ADI NUGROHO, SH., M.H., M.B.A.

INSPEKTUR JENDERAL POLISI
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Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan
evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai
masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

(2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-
ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan PARA

PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup
dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda
tangani dan dibubuhi cap instansi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

Dr. RUD? HERIYANTO ADI NUGROHO, SH., M.H., M.B.A.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI
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